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ABSTRAK

Penelitian ini berfokus pada interpretasi nilai-nilai hadis politik dalam konteks masa kini
dengan menggunakan metode pemahaman hadis yang digagas oleh Yusuf al-Qardawi dan
interpretasi hadis menggunakan paradigma integrasi-interkoneksi. Problematika utama yang
dihadapi adalah ketegangan antara pemahaman tekstualis yang rigid terhadap hadis tersebut
dengan tuntutan sistem demokrasi, HAM, dan pluralisme. Hadis ini sering diinstrumentalisasi
untuk legitimasi kekuasaan, sehingga diperlukan interpretasi yang komprehensif dengan
pendekatan integrasi-interkoneksi untuk menjembatani dikotomi antara teks agama dan realitas
sosial-politik kontemporer. Secara tekstual, hadis yang diriwayatkan dalam Musnad al-Darimi No.
2.563 ini menyatakan bahwa kepemimpinan berada di tangan Quraisy, yang menimbulkan
berbagai pertanyaan mengenai relevansinya dalam konteks masyarakat multikultural saat ini.

Dalam konteks ini, hadis kepemimpinan Quraisy tidak hanya dilihat sebagai bentuk
pernyataan historis yang mengatur siapa yang berhak memimpin, melainkan juga sebagai simbol
dari karakteristik kepemimpinan ideal, seperti keluhuran sosial, keadilan, solodaritas, kompetensi
dan pengaruh yang kuat. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab dua rumusan masalah berikut;
1) Bagaimana pemahaman tentang hadis-hadis politik? 2) Bagaimana pemahaman interpretasi
nilai-nilai hadis politik melalui paradigma integrasi interkoneksi dan implikasi penggunaannya?
Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan [library research,
menggabungkan pemahaman dengan analisis teks (bayani ), penalaran kritis (burhani), dan
kontekstual-spiritual ( ‘irfani). Dengan menggunakan paradigma integrasi-interkoneksi, penelitian
ini berupaya untuk menghubungkan nilai-nilai politik tersebut dengan realitas sosial-politik saat
ini, terutama di Indonesia yang kaya akan keragaman suku dan budayanya.

Proses pemahaman hadis dilakukan dengan menggunakan Yusuf al-Qardawi yang
menawarkan delapan langkah dalam memahami hadis, namun penulis hanya menggunakan lima
dari delapan teori tersebut, yakni: 1) Memahami hadis sesuai petunjuk al-Qur’an. 2) Menghimpun
hadis yang setema. 3) Memahami hadis dengan mempertimbangkan latar belakang, situasi, dan
kondisi. 4) Membedakan sarana yang berubah dan sarana yang tetap. 5) Memastikan makna dan
konotasi kata dalam hadis. Metode ini dipilih karena menawarkan pendekatan yang komprehensif,
kontekstual, dan relevan dengan menekankan pada pemahaman hadis yang selaras dengan
magqdasid al-syari’ah, serta menjawab problem kontemporer tentang kepemimpinan.

Hasil penelitian ini yaitu; Penerapan teori ma ‘anil hadis Yusuf al-Qardaw1 pada hadis politik
(Musnad al-Darimi no. 2.563) tentang kepemimpinan Quraisy, menekankan pemahaman holistik
dengan mengintegrasikan teks hadis dan prinsip universal Al-Quran seperti keadilan, amanah, dan
musyawarah, sehingga kepemimpinan Islam ditentukan oleh kualifikasi moral, bukan kesukuan.
Metode ini membedakan antara gayah (tujuan) berupa kriteria kepemimpinan yang kompeten dan
adil dengan wasilah (sarana) yang bisa berubah sesuai konteks, yakni kepemimpinan Quraisy. Hal
ini menunjukkan bahwa sistem modern seperti demokrasi yang berbasis meritokrasi tetap sejalan
dengan esensi hadis selama memenuhi prinsip dasar Islam. Selain itu, penelitian in1 juga
menunjukkan bahwa paradigma integrasi-interkoneksi mampu menjembatani dikotomi
pemahaman hadis politik dengan mengintegrasikan dimensi normatif, filosofis, dan sosio-historis.
Paradigma ini menawarkan solusi holistik dalam merespon tantangan politik kontemporer, seperti
demokratisasi, hak asasi manusia (HAM), dan keadilan sosial. Paradigma integrasi-interkoneksi
memungkinkan nilai-nilai yang terkandung dalam hadis ini untuk diaplikasikan secara kontekstual
dalam berbagai dimensi kehidupan modern, seperti aspek pendidikan, sosial, ekonomi, budaya,
lingkungan, emosional, bahkan spiritual. Dengan demikian, dapat ditemukan bahwa
kepemimpinan yang seperti efektif dan sah tidak semata-mata ditentukan oleh latar belakang etnis,
keturunan, atau suku, melainkan lebih terhadap kualitas dan karakter yang dimiliki oleh seorang
pemimpin, sehingga mendorong terciptanya kepemimpinan yang inklusif dan berkeadilan dalam
masyarakat multikultural.

Kata Kunci: Hadis Politik, Integrasi-Interkoneksi, Kepemimpinan
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ABSTRACT

This study focuses on the interpretation of political hadith values in the present context using
the method of understanding hadith initiated by Yusuf al-Qardawt and interpreting hadith using
the integration-interconnection paradigm. The main problem is the tension between a rigid
textualist understanding of the hadith and the demands of democracy, human rights, and pluralism.
The hadith is often instrumentalised to legitimise power, so a comprehensive interpretation using
an integration-interconnection approach is needed to bridge the dichotomy between religious texts
and contemporary socio-political realities. Textually, the Hadith narrated in Musnad al-Darimi No.
2,563 states that the leadership is in the hands of Quraysh, which raises questions about its
relevance in the context of today's multicultural society.

In this context, the hadith of Quraysh leadership is not only seen as a form of historical
statement that regulates who has the right to lead, but also as a symbol of ideal leadership
characteristics, such as social nobility, justice, solodarity, competence and strong influence. This
study aims to answer the following two problems; 1) What is the understanding of political
hadiths? 2) How is the interpretation of political hadith values through the paradigm of
interconnection integration and the implications of its use? The research method used is qualitative
with a library research approach, combining understanding with text analysis (bayani), critical
reasoning (burhani), and contextual-spiritual (‘irfani). Using the integration-interconnection
paradigm, this research seeks to connect these political values with the current socio-political
reality, especially in Indonesia, which is rich in ethnic and cultural diversity. Translated with
DeepL.com (free version).

The process of understanding hadith is done by using Yusuf al-Qardawi who offers eight
steps in understanding hadith, but the author only uses five of the eight theories, namely: 1)
Understanding the hadith in accordance with the Qur'anic instructions. 2) Collecting similar
traditions. 3) Understanding the hadith by considering the background, situation, and conditions.
4) Distinguishing between changing means and permanent means. 5) Ascertaining the meaning
and connotation of the words in the hadith. This method was chosen because it offers a
comprehensive, contextual, and relevant approach by emphasising the understanding of the hadith
in harmony with maqasid al-shart'ah, as well as answering contemporary problems about
leadership.

The results of this study are as follows: The application of Yusuf al-Qardaw1's theory of
ma‘anil hadi$ to political hadith (Musnad al-Darimi no. 2.563) regarding Quraysh leadership,
emphasising a holistic understanding by integrating the hadith text with universal principles of the
Quran such as justice, trustworthiness, and consultation, thereby determining Islamic leadership
based on moral qualifications rather than tribal affiliation. This method distinguishes between
gayah (goal) in the form of criteria for competent and just leadership and wasilah (means) that can
change according to context, namely Quraish leadership. This shows that modern systems such as
meritocracy-based democracy remain in line with the essence of hadith as long as they fulfil the
basic principles of Islam. Additionally, this research demonstrates that the integration-
interconnection paradigm can bridge the dichotomy in understanding political hadith by
integrating normative, philosophical, and socio-historical dimensions. This paradigm offers a
holistic solution in responding to contemporary political challenges, such as democratisation,
human rights (HAM), and social justice. The integration-interconnection paradigm allows the
values contained in this hadith to be applied contextually in various dimensions of modern life,
such as educational, social, economic, cultural, environmental, emotional, and even spiritual
aspects. Thus, it can be concluded that effective and legitimate leadership is not solely determined
by ethnic background, lineage, or tribe, but rather by the qualities and character possessed by a
leader, thereby fostering the creation of inclusive and just leadership in a multicultural society.

Keywords: Integration-Interconnection, Leadership, Political Hadith
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BAB1I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dinamika sosial-politik dan perkembangan ilmu pengetahuan menjadikan relasi antara
agama dan negara, khususnya dalam perspektif hadis politik sebagai kajian yang terus
relevan. Politik sebagai ranah yang dinamis dan selalu berubah berhadapan dengan teks-teks
keagamaan yang telah baku sejak 14 abad lalu. Islam sebagai agama komprehensif, tidak
hanya mengatur aspek ritual, tetapi juga memberikan prinsip-prinsip dasar dalam bernegara,
termasuk konsep kepemimpinan, keadilan, dan musyawarah. Di Indonesia, ketegangan ini
semakin nyata dengan maraknya fenomena politik dinasti dan politik identitas, di mana
hadis-hadis tertentu sering diinstrumentalisasi untuk legitimasi kekuasaan atau mobilisasi
massa.!

Hadis sebagai sumber hukum Islam kedua setelah al-Qur’an memegang peranan
penting dalam membentuk pandangan umat muslim, termasuk dalam ranah politik. Namun,
dalam konteks kekinian, interpretasi terhadap hadis-hadis politik menghadapi sejumlah
problematika serius. Fenomena politisasi agama dan penggunaan hadis untuk legitimasi
kepentingan praktis semakin marak, menimbulkan distorsi makna dan penyempitan
pemahaman. Selain itu, pendekatan tekstualis yang kaku, tanpa mempertimbangkan konteks
sosio-historis menjadikan pemahaman terhadap hadis politik terkesan rigid dan tidak adaptif
dengan realitas modern. Di sisi lain, muncul kesenjangan antara nilai-nilai yang terkandung
dalam hadis politik (seperti konsep khilafah, baiat, dan kepemimpinan religius) dengan
prinsip-prinsip demokrasi modern berbasis nation-state.’> Sehingga hal ini memicu
ketegangan antara kelompok literalis yang berpegang pada makna harfiah dan kelompok
liberal yang menekankan reinterpretasi kontekstual.

Politik dinasti, politik identitas, dan narasi keagamaan yang menguat di era sekarang
turut memperumit situasi. Sejumlah kelompok menggunakan hadis politik untuk
membangun wacana otoritas keagamaan sekaligus mengesahkan agenda politik tertentu,
seperti gerakan transnasional yang mengusung sistem khilafah. Sementara itu, sistem politik

modern yang berbasis demokrasi, kedaulatan rakyat, dan pluralisme sering dianggap

! Politik Kebangsaan: Studi Interpretasi Hadis-Hadis Politik, https://nu.or.id/pustaka/politik-kebangsaan-
studi-interpretasi-hadis-hadis-politik-ShWSk, accessed 3 Jun 2025.
2 Devi Pramitha, “Kajian Tematis al-Qur’an dan Hadis tentang Kepemimpinan”, J-PAI, vol. 3, no. 1 (2017),
http://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/jpai/article/view/3989, accessed 3 Jun 2025.
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bertentangan dengan tafsir literal hadis-hadis tertentu.> Dominasi pendekatan tekstualis
tanpa analisis historis-sosiologis berpotensi melanggengkan pemahaman yang eksklusif dan
tidak toleran terhadap keragaman sistem politik.

Konflik pemahaman antara kelompok literalis dan liberal semakin memperlebar jurang
perdebatan. Kelompok literalis cenderung mempertahankan makna otentik hadis politik
tanpa kompromi, sementara kelompok liberal berargumen bahwa hadis-hadis tersebut harus
dibaca dalam bingkai magasid al-syari’ah (tujuan syariat) dan realitas kekinian. Ketegangan
ini tidak hanya terjadi di level akademik, tetapi juga memengaruhi kebijakan publik dan
dinamika sosial-politik di berbagai negara muslim.*

Indonesia, sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia, memiliki sistem
demokrasi yang unik di tengah dominasi negara-negara Barat dalam wacana demokrasi
global. Keunikan ini terletak pada upaya bangsa Indonesia untuk memadukan nilai-nilai
keislaman dengan prinsip kebangsaan yang inklusif, di mana Pancasila berperan sebagai
common platform yang memayungi keberagaman agama, budaya, dan etnis. Namun, dalam
praktiknya, relasi antara agama dan negara tidak selalu harmonis. Ketegangan kerap muncul,
terutama ketika kelompok tertentu berusaha menggeser Pancasila dengan ideologi yang
lebih eksklusif atau ketika pemahaman keagamaan yang literal bersinggungan dengan nilai-
nilai kebangsaan.’

Salah satu tantangan besar dalam relasi agama-negara adalah maraknya fenomena
radikalisme, politik dinasti, dan politik identitas yang memanfaatkan narasi keagamaan
untuk kepentingan kekuasaan. Dalam konteks ini, hadis-hadis politik sering kali
diinstrumentalisasi untuk membangun legitimasi gerakan tertentu, baik yang bersifat
transnasional maupun lokal. Penggunaan hadis secara selektif dan tanpa konteks dapat
memicu polarisasi sosial, menguatkan sentimen sektarian, dan bahkan mengancam kohesi
nasional.® Misalnya, pemaknaan sempit terhadap konsep khilafah atau al-wald’ wa al-bara’
(loyalitas dan antipati berdasarkan agama) telah dimobilisasi oleh kelompok tertentu untuk
menolak konsep nation-state yang menjadi fondasi Indonesia.

D1 sisi lain, modernitas juga membawa tantangan tersendiri. Arus globalisasi dan

digitalisasi mempercepat penyebaran paham-paham keagamaan yang radikal, sementara

3 Abd al-Matin Bin Salman, “Hadis Nabi Dalam Politik Kekuasaan: Studi Pemaknaan Hadis Nabi Perspektif
Kekuasaan”, AL QUDS : Jurnal Studi Alquran dan Hadis, vol. 6, no. 2 (2022), p. 471.

4 Indra Efendi and Charles Charles, “Politik Identitas dalam Perspektif al-Qur’an dan Hadis”, Jurnal
Penelitian lImu Pendidikan Indonesia, vol. 1, no. 2 (2022), pp. 431-40.

> alfatimah, “Memahami Nilai-Nilai Integratif Islam dan Pancasila”, I4] Al-Fatimah Bojonegoro (26 Oct
2023), https://iai-alfatimah.ac.id/memahami-nilai-nilai-integratif-islam-dan-pancasila/, accessed 3 Jun 2025.

¢ Jeanie Annissa and Ricky Widyananda Putra, “Radikalisme Agama Dan Tantangan Identitas Nasional Di
Indonesia”, Jurnal Kewarganegaraan, vol. 6, no. 1 (2022), pp. 1211-8.
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keterbukaan demokrasi justru dimanfaatkan untuk menggalang dukungan politik berbasis
identitas keagamaanPenelitian ini berangkat dari asumsi bahwa pemahaman yang
kontekstual dan substantif terhadap hadis politik dapat menjadi solusi untuk mengurangi
ketegangan agama-negara sekaligus memperkuat demokrasi Indonesia di tengah tantangan
modernitas.”

Hadis politik mengandung nilai-nilai universal seperti keadilan, musyawarah, dan
kemaslahatan yang relevan sepanjang zaman. Namun, pemahaman terhadap hadis-hadis
tersebut seringkali terbatas pada interpretasi tekstual yang sempit, tanpa mempertimbangkan
konteks sosio-historis dan perkembangan zaman. Hal ini berpotensi menimbulkan kekakuan
dalam penerapannya, padahal esensi hadis politik seharusnya mampu menjawab tantangan
kontemporer, termasuk dalam sistem pemerintahan modern.® Oleh karena itu, pendekatan
kontekstual menjadi penting untuk mengungkap makna yang lebih dinamis dan aplikatif.

Dalam kapasitas Nabi Saw., sebagai pemimpin agama dan kepala negara
(pemerintahan), beliau telah menjalankan peran, tugas, dan tanggung jawab tersebut.
Diantaranya ialah membuat Undang-Undang tertulis, mencegah adanya konflik,
mempersatukan penduduk Madinah yang bercorak heterogen untuk mencegah adanya
konflik dan menjamin ketertiban dan perdamaian. Selain itu juga mengadakan perjanjian
damai dengan negara tetangga agar terjamin ketertiban ekstern, menjamin kebebasan bagi
semua golongan, menegakkan hukum bagi pelanggar hukum, mengorganisasikan pasukan
militer dan memimpin peperangan. Demikian pula dengan memimpin musyawarah, hingga
mengelola zakat dan pajak serta larangan melakukan riba untuk menjembatani jurang
pemisah antara golongan kaya maupun miskin.’

Misalnya, hadis tentang kepemimpinan. Dimana hadis ini harus dibaca dan dipahami
dalam konteks seseorang harus menjadi pemimpin yang adil, bijaksana, mementingkan dan
memperhatikan kesejahteraan rakyat. Contoh lain, tentang hadis yang memerintahkan untuk
taat terhadap pemimpin. Pada masa Nabi Saw., sistem pemerintahan sangat sederhana dan
seorang pemimpin diangkat berdasarkan beberapa kriteria tertentu. Akan tetapi, jika
dikontekskan dengan saat ini dengan sistem demokrasi dan pemilihan umum (pemilu), maka
upaya reinterpretasi dan kontekstualisasi menjadi penting agar ketaatan terhadap pemimpin

tetap sesuai dengan koridor hukum dan tidak bertentangan dengan prinsip keadilan serta hak-

7 Idrus Ruslan and Kiki Muhamad Hakiki, “Politik Identitas dan Tantangan Hubungan antar Agama di
Indonesia”, Al-Adyan: Jurnal Studi Lintas Agama, vol. 17, no 2 (2022), https://doi.org/10.24042/al-
adyan.v17i2.14755.

8 Wildan Fatoni Yusuf and Hilmi Husaini Zuhri, “Telaah Hadis Kepemimpinan Quraisy Melalui Pendekatan
Sosio-Historis”, Al-Shamela : Journal of Quranic and Hadith Studies, vol. 1, no. 2 (2023), pp. 197-213.

% Tasmin Tangngareng, Zulfahmi, and Fathul Mujahidin Al-4nsary, “Kepemimpinan Perspektif Hadis Nabi
Saw.”, Ihyaussunnah : Journal of Ulumul Hadith and Living Sunnah, vol. 1, no. 1 (2021), pp. 45-63.
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hak asasi manusia.'? Persoalan politik dalam hadis mulai banyak dibahas pada masa Khalifah
Al ibn Ab1 Talib. Namun, perlu dicatat bahwa kemungkinan hadis-hadis tentang politik
sudah ada dan muncul sebelum masa tersebut. Ini didasari fakta bahwa perselisihan politik
di kalangan umat Muslim sudah terjadi sejak Nabi Muhammad Saw., wafat.

Hal ini dilakukan antara kaum Ansar dengan kaum Muhajirin, Dimana kedua
kelompok tersebut saling memperebutkan kekuasaan atau kendali kepemimpinan
sepeninggalan Nabi Saw., Sehingga, muncul dalam catatan bahwa sedikit adanya gesekan
antara golongan Muhajirin dan Ansar. Masing-masing dari mereka berpendapat bahwa yang
berhak menggantikan posisi Nabi sebagai pemimpin politk dan pemerintahan ialah dari
golongan mereka.!! Kaum Muhdjirin yang berlandaskan pada hadis Nabi menyatakan bahwa
kelompok Quraisy lebih berhak memimpin umat dari pada yang lainnya. Mereka juga
melakukan penutupan ruang bagi kelompok lain yang ingin berkontribusi dalam
memberikan pelayanan terhadap umat. Sedangkan golongan Ansar lebih dahulu untuk
melakukan suskesi dengan berencana mengangkat Sa’ad ibn ‘Ubadah. Mereka berkumpul
di suatu tempat yang bernama Tsagifah Bani Sa’idah. Kemudian, rencana tersebut diketahui
oleh golongan Muhdjirin yang dipimpin oleh Abu Bakr, ‘Umar, dan Abt ‘Ubaidah. Akan
tetapi, sebuah ide cemerlang datang dari ‘Umar ibn Khattab, dimana ia mengajak umat
muslim untuk memilih Abii Bakr secara aklamasi dengan diplomasi yang menggunakan
pendekatan lobbying sehingga mampu melunturkan hati golongan Ansar yang masih
bersikukuh dengan anggapan pemimpin dari golongan mereka.'?

Hubungan politik di kalangan sahabat pada masa awal kepemimpinan Islam, yang
meliputi era Abu Bakar, Umar ibn Khattab, Usman ibn Affan, Al1 ibn Ab1 Talib, hingga
Mu'awiyyah ibn Abi Sufyan, diwarnai oleh berbagai konflik, baik berupa kekerasan fisik
maupun perbedaan pandangan. Ketegangan ini mencapai puncaknya pada peristiwa tahkim,
yang mengakibatkan terpecahnya umat Islam menjadi beberapa golongan: pendukung Al
(Syi’ah), pendukung Mu'awiyyah, Khawarij, dan Jumhir al-Muslimin (mayoritas umat
Islam). Masing-masing kelompok ini cenderung memuja pemimpin dan pengikutnya sendiri,
sekaligus mencela pemimpin dan kelompok lain, seringkali dengan memanfaatkan dalil-dalil

agama untuk memperoleh dukungan dan pembenaran di mata publik.."?

10 Raodatul Jannah, “Hadis tentang Politik”, Jurnal Riset Agama, vol. 1, no. 1 (2021), pp. 119-32.

' Tmam Mustofa, “Memahami Hadits Kepemimpinan Dari Bangsa Quraisy dan Relevansinya Dengan
Konsep Kepemimpinan Kontemporer”, Al-Dzikra: Jurnal Studi llmu al-Qur’an dan al-Hadits, vol. 14, no. 2 (2020),
pp- 271-92.

12 Mila Melyani, “Pemahaman Hadis Kepemimpinan Quraisy: Studi Komparatif Tipologi Kepemimpinan
Quraisy Dengan Tipologi Kepemimpinan Di Indonesia”, Diroyah : Jurnal Studi llmu Hadis, vol. 4, no. 2 (2020), pp.
175-82.

I3 Mustofa, “Memahami Hadits Kepemimpinan Dari Bangsa Quraisy dan Relevansinya Dengan Konsep
Kepemimpinan Kontemporer”.
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Dalam perkembangannya, problematika interpretasi hadis politik telah menjadi
tantangan serius dalam diskursus pemikiran kontemporer. Pendekatan tekstualis yang
cenderung kaku dalam memahami hadis, seringkali menghasilkan interpretasi yang tidak
selaras dengan perkembangan zaman dan kompleksitas sistem politik modern.
Kecenderungan tekstualis ini muncul dari paradigma pemahaman hadis yang mengabaikan
konteks historis, sosiologis, dan antropologis saat hadis tersebut disampaikan oleh Nabi
Saw,.'4
Hadis tentang kepemimpinan Quraisy, misalnya, kerap dipahami secara tekstual
sebagai pembenaran dominasi kelompok tertentu dalam politik, padahal konteks historisnya
lebih menekankan pada kapabilitas dan stabilitas pemerintahan.'> Problematika serupa
terjadi dalam fenomena politik dinasti di Indonesia, di mana kekuasaan cenderung
diwariskan dalam lingkaran keluarga atau kelompok elite, seperti yang terlihat dalam
sejumlah kepemimpinan daerah maupun nasional. Di sisi lain, politik identitas menguat
dengan penggunaan narasi agama untuk membangun dukungan, seperti dalam Pemilu 2024,
di mana isu keislaman, politik dinasti, dan sentimen primordialisme dimanfaatkan untuk
memengaruhi preferensi pemilih. Selain itu, fenomena politik identitas semakin mengemuka
dalam beberapa tahun terakhir, menandakan pergeseran dalam dinamika sosial-politik
masyarakat.'® Survei Litbang Kompas mengungkapkan bahwa sekitar 60% responden
mengakui bahwa agama memengaruhi pilihan politik mereka.!” Temuan ini menunjukkan
bahwa identitas keagamaan tidak hanya berperan dalam ranah spiritual, tetapi juga menjadi
faktor signifikan dalam menentukan preferensi politik. Hal ini menimbulkan pertanyaan
tentang sejauh mana nilai-nilai agama, termasuk teks-teks keagamaan seperti hadis,
digunakan sebagai instrumen politik untuk membangun narasi dan mobilisasi massa

Perubahan sistem politik modern, seperti demokrasi, penghormatan terhadap Hak
Asasi Manusia (HAM), dan prinsip good governance, menuntut reinterpretasi terhadap
hadis-hadis politik agar tetap relevan. Misalnya, konsep musyawarah dalam hadis tidak bisa
hanya dipahami dalam kerangka tradisional, melainkan perlu diselaraskan dengan

mekanisme demokrasi modern yang melibatkan partisipasi publik dan akuntabilitas.'® Tanpa

4 Moh. Tamimi, “Implementasi Hadis Dalam Hukum Sosial dan Politik”, Sophist : Jurnal Sosial Politik
Kajian Islam dan Tafsir, vol. 2, no. 1 (2020), pp. 105-23.

15 Tangngareng, Zulfahmi, and Al-Ansary, “Kepemimpinan Perspektif Hadis Nabi Saw.”

16 Tumpal Daniel S, “Pilpres 2024: Pupulisme Islam dan Politik Identitas”, Alasma | Jurnal Media Informasi
dan Komunikasi Ilmiah, vol. 3, no. 2 (2023).

17 Andreas Yoga Prasetyo/Litbang Kompas, “Survei ‘Kompas’: Mayoritas Publik Apresiasi Kinerja Politik-
Keamanan Pemerintah”, kompas.id (19 Feb 2023), https://www.kompas.id/baca/riset/2023/02/19/survei-kompas-
mayoritas-publik-apresiasi-kinerja-politik-keamanan-pemerintah, accessed 3 Jun 2025.

18 Menuju Politik yang Berkeadaban dalam Islam, https://www.nu.or.id/pustaka/menuju-politik-yang-
berkeadaban-dalam-islam-Dpkgl, accessed 3 Jun 2025.
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penafsiran yang kontekstual, hadis politik berisiko dianggap usang atau bahkan bertentangan
dengan nilai-nilai modern, padahal ia dapat menjadi landasan etis bagi penguatan sistem
politik yang berkeadilan.

Kasus-kasus konflik sosial di berbagai daerah, seperti Papua dan Aceh,
memperlihatkan betapa kuatnya pengaruh agama dalam pengambilan keputusan politik. Di
Aceh, misalnya, penerapan syariat Islam tidak hanya menjadi landasan hukum, tetapi juga
memengaruhi kebijakan publik dan sikap politik masyarakat.!” Sementara itu, di Papua,
meskipun konflik lebih banyak dilatarbelakangi oleh isu separatisme dan ketimpangan
ekonomi, sentimen keagamaan juga kerap dimanfaatkan untuk memperuncing polarisasi.?’
Dalam konteks ini, hadis dan doktrin agama lainnya sering kali dikutip untuk membenarkan
tindakan atau kebijakan tertentu, baik oleh elit politik maupun kelompok masyarakat.

Penggunaan hadis sebagai rujukan politik tidak lepas dari karakteristik masyarakat
Indonesia yang religius namun heterogen. Di satu sisi, mayoritas penduduk Indonesia
memeluk Islam dan menjadikan hadis sebagai salah satu sumber nilai dalam kehidupan
sehari-hari. Di sisi lain, interpretasi terhadap hadis sering kali bervariasi, tergantung pada
kepentingan dan perspektif kelompok tertentu. Hal ini menciptakan ruang bagi politisasi teks
keagamaan, di mana hadis bisa digunakan untuk mendukung narasi inklusif maupun

2l Dengan demikian, politik

eksklusif, tergantung pada aktor yang menggunakannya.
identitas berbasis agama, termasuk penggunaan hadis dalam wacana politik, menjadi
fenomena yang perlu dikaji lebih mendalam. Studi ini berupaya mengeksplorasi bagaimana
hadis dipahami dan dimanfaatkan dalam konteks politik lokal, serta dampaknya terhadap
kohesi sosial di Indonesia.

Tentu, ini parafrase dari teks tersebut: Para pemikir Islam berpandangan bahwa
tindakan politik seharusnya selalu berlandaskan pada nilai, etika, dan norma agama yang
bersifat Ilahi. Oleh karena itu, setiap individu maupun kelompok wajib mewujudkan nilai-
nilai tersebut. Alam semesta diibaratkan sebagai kekayaan bersama yang menyatukan Tuhan
dan manusia dalam hubungan yang tak terpisahkan. Terlebih lagi, tujuan utama
pembentukan negara adalah untuk mewujudkan kebaikan dan kesejahteraan bagi seluruh

masyarakat, tanpa memandang perbedaan ras, suku, budaya, atau agama.?? Menurut Miftah

Arif Setyawan dan rekan-rekan dalam jurnal mereka "Urgensi Etika Islam dalam Politik

1 Firdaus M. Yunus, Azwarfajri Azwarfajri, and Muhammad Yisuf, “Penerapan dan Tantangan Pelaksanaan
Syariat Islam di Aceh”, Jurnal Sosiologi USK (Media Pemikiran & Aplikasi), vol. 17, no. 1 (2023), pp. 181-92.

20 Faisal Faisal, Zulfadli, and Fajrul Ramadan Puarada, “Resolusi Konflik Perebutan Mayat: Negosiasi
Antaragama di Sentani, Papua”, POROS ONIM: Jurnal Sosial Keagamaan, vol. 5, no. 2 (2024), pp. 158-78.

21 Bin Salman, “Hadis Nabi Dalam Politik Kekuasaan”.

22 Haedar Nashir, “Kajian Pemikiran Politik Islam Kontemporer”, IN RIGHT: Jurnal Agama dan Hak Azazi
Manusia, vol. 1, no. 1 (2017), https://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/inright/article/view/1209, accessed 3 Jun 2025.
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Kontemporer", Imam al-Ghazalt (w. 505 H) berpendapat bahwa manusia secara inheren
membutuhkan interaksi sosial, sebuah konsep yang ia sebut sebagai teori "saling
bergantung". al-Ghazali menegaskan bahwa prinsip ketergantungan ini tidak hanya berlaku
bagi individu sebagai makhluk sosial, tetapi juga relevan bagi negara, yang juga
membutuhkan hubungan dengan negara lain.??

Namun demikian, interpretasi hadis-hadis politik seringkali terjebak dalam sebuah
pendekatan yang kurang mempertimbangkan konteks sosio-historis, serta perkembangan
zaman. Pemahaman tekstual semacam ini tidak jarang menimbulkan kesenjangan antara
ideal moral yang terjandung dalam hadis dengan realitas politik kontemporer. Problematika
ini semakin kompleks ketika hadis-hadis poltik diinterpretasikan secara parsial tanpa
mempertimbangkan interkoneksi dengan berbagai disiplin ilmu modern, seperti sosiologi,
antropologi, dan ilmu politik. Akibatnya, muncul berbagai interpretasi yang justru dapat
memicu konflik dan ketegangan dalam kehidupan politik praktis.

Dalam konteks kekinian, interpretasi hadis politik seringkali menghadapi dilema
antara pendekatan tekstual yang cenderung rigid dengan pendekatan kontekstual yang
terkadang dianggap terlalu liberal. Kecenderungan sebagian kelompok untuk memhami
hadis secara literal tanpa mempertimbangkan konteks sosio-historis dan realitas
kontemporer telah melahirkan pemahaman yang tidak relevan, bahkan kontraproduktif
dengan semnagat demokrasi atau nilai-nilai kemanusian yang universal.>* Di lain sisi,
interpretasi teks keagamaan yang terlalu longgar tanpa meperhatikan prinsip metodologis
dalam memahami hadis, berisiko untuk menjauhkan hasil penafsiran dari maksud dan tujuan
hadis tersebut.

Paradigma integrasi-interkoneksi yang digagas oleh M. Amin Abdullah, seorang
Profesor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, merupakan bukti kemajuan ilmu pengetahuan.
Pendekatan ini bertujuan menghilangkan pembagian atau pemisahan antar disiplin ilmu,
karena pada dasarnya setiap ilmu saling membutuhkan dan melengkapi.”®> Melalui
paradigma integrasi-interkoneksi, Amin Abdullah menawarkan tiga pendekatan utama,
yakni hadarah al-nas (budaya teks), hadarah al- ilm (budaya ilmu), dan hadarah al-falsafah
(budaya filsafat).?® Dengan kerangka ini, hadis politik tidak dibaca secara isolatif, tetapi

23 Miftah Arif Setyawan et al., “Urgensi Etika Islam dalam Politik Kontemporer”, Aksioreligia, vol. 2, no. 2
(2024), pp. 56-64.

24 Abdul Haq Syawqi and Muhammad Khatibul Umam, “Nuansa Politik dalam Memahami Hadis: Analisa
Metodologis-Historis”, Riwayah: Jurnal Studi Hadis, vol. 7, no. 2 (2021),
https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/riwayah/article/view/9421/pdf.

25 Dewi Masyitoh, “Amin Abdullah dan Paradigma Integrasi-Interkoneksi”, JSSH (Jurnal Sains Sosial dan
Humaniora), vol. 4, no. 1 (2020), p. 81.

26 Amin Abdullah, Implementasi Pendekatan Integratif-Interkonektif dalam Kajian Pendidikan Islam, ed. by
H. Maragustam (Yogyakarta: Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, 2014).
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didialogkan dengan teori politik modern, seperti demokrasi, good governance, dan HAM.
Misalnya, konsep syura (musyawarah) dalam hadis bisa dikontekstualisasikan dengan
mekanisme checks and balances dalam demokrasi, sementara prinsip keadilan pemimpin
(imamah) dapat dihubungkan dengan pemberantasan korupsi.

Pendekatan integrasi-interkoneksi dalam studi hadis politik memungkinkan terjadinya
dialog yang produktif antara ilmu-ilmu keislaman tradisional dengan ilmu modern. Melalui
pendekatan ini, pemahaman hadis tidak lagi terkungkung dalam ibn gkai tekstual semata,
melainkan diperkaya dengan perspektif ilmu sosial, poltik, antropologi, dan disiplin
keilmuan lainnya. Hal ini memungkinkan lahirnya interpretasi yang lebih komperehensif
dan kontekstual, yang mampu merespons dinamika politik kontemporer tanpa kehilangan
pijakan pada nilai-nilai fundamental Islam. Selain itu, paradigma integrasi interkoneksi juga
membuka ruang bagi pengembangan metodologi pemahaman hadis yang lebih dinamis dan
responsif. Pendekatan tersebut tidak hanya mendialogkan antara berbagai disiplin keilmuan,
namun juga mendorong terciptanya sintesis kreatif yang dapat melahirkan pemahaman baru
sesuai dengan konteks kekinian.

Dalam konteks agama (hadis) dan politik, pendekatan integrasi-interkoneksi dapat
diintegrasikan melalui nilai-nilai hadis dengan teori politik dan pemerintahan kontemporer,
seperti demokrasi, tatanegara, dan good governance. Sementara itu, interkoneksi dapat
dibangun dengan mengaitkan interpretasi nila-nilai hadis politik dengan isu-siu aktual terkait
politik dan pemerintahan di era modern, seperti Hak Asasi Manusia (HAM), korupsi,
radikalisme, dan sebagainya.’’ Selain itu, paradigma integrasi juga memungkinkan dalam
menginterpretasikan nilai-nilai hadis poltik secara komprehensif dan kontekstual dengan
mengakomodasi perspektif klasik dan kontemporer.

Mengutip artikel yang ditulis oleh Rizqi Shohibul dan Reza Saputra, Imam al-Ghazali
juga menegaskan, bahwa kepemimpinan politik merupakan tata nilai atau sistem yang
diusung untuk sebuah kemaslahatan yang besar, dikarenakan mencakup seluruh aspek
kehidupan sebuah bangsa, berupa norma, bahasa, agama, seni, maupun budaya.?® Dengan
demikian, posisi pemimpin menjadi penentu dalam menjamin pengalaman pelajaran dan
menciptakan keteraturan, ketertiban, serta perdamaian. Sosok pemimpin juga harus

mempunyai kekuatan untuk menggerakkan dan memajukan umat, bahkan tidak

27 Muhammad Nur, Integrasi-Interkoneksi Agama dan Politik, vol. 5, no. 1 (2015).

28 Rizqi Shohibul Khotami and M. Reza Saputra, “Pemahaman Hadis Al-Ghazali tentang Menasihati
Pemimpin: Studi Kasus Pejabat Negara di Indonesia”, Tabsyir: Jurnal Dakwah dan Sosial Humaniora, vol. 5, no. 3
(2024), pp. 202-16.
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diperbolehkan untuk mementingkan kepentingan pribadi dan tidak boleh mengambil apa
yang bukan menjadi haknya.

Namun, dalam sebuah hadis disebutkan bahwa kepemimpinan itu yang pantas ialah
orang Quraisy. Sebagaimana sabda Rasulullah Saw., dalam Musnad al-Darimi No. 2.563
yang berbunyi:

RS

4_1\ ‘MJ\.z.Aur_ &_m;.\ ‘#Aw)mwwulsd\ﬁ‘dﬁ)‘uﬁ cc)A;‘SJ\ng_umuc ‘CALJUJ(‘SL“L’P\
e@_mla_:y‘umﬁua)aw VY u‘ d,m?xujucwsxmwd,“)wu;\ L}u—\‘)ﬂwlﬂj‘sﬂbm }a}du
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Artinya:

“Telah mengabarkan kepada kami, al-Hakam ibn Nafi’ dari Syu’aib ibn Ab1 Hamzah
dari al-Zuhri, ia berkata: Muhammad ibn Jubair ibn Muth’im menceritakan dari
Mu’awiyyah bahwa ia berata; sedangkan dirinya berada di antara para delegasi orang-
orang Quraisy “Sesungguhnya aku mendengar Rasulullah Saw., bersabda: “Sesungguhnya
perkara kekhilafahan ini ada pada orang-orang Quraisy, tidak ada seorang pun yang
menentang mereka kecuali Allah SWT., Menghinakannya selama mereka menegakkan
agama ini.”*°

Hadis yang disebutkan mengindikasikan bahwa hanya orang Quraisy yang berhak
menangani masalah kepemimpinan atau kekhalifahan. Namun, pemahaman hadis ini harus
didahului dengan peninjauan konteks historisnya. Penting untuk mengkaji apakah hadis
tersebut memang harus dipahami secara harfiah sesuai pernyataannya, serta bagaimana
pemahaman dan penerapannya relevan dalam kehidupan sehari-hari di era modern ini.
Pernyataan Nabi Muhammad Saw., dalam hadis mengenai kriteria pemimpin memerlukan
kajian mendalam. Sebagai teladan yang baik (Uswatun Hasanah) dan tokoh revolusioner
dalam peradaban manusia, Nabi tidak mungkin mengeluarkan perintah atau larangan tanpa
tujuan yang jelas. Semua perkataan beliau pasti memiliki maksud dan alasan yang kuat, yang
tidak terlepas dari realitas objektif pada masa itu.

Indonesia berhasil menciptakan hubungan yang harmonis antara agama dan negara.
Agama memerlukan dukungan negara untuk menyebarkan nilai-nilai ajarannya, sementara
negara mengandalkan agama dalam membentuk etika dan moral masyarakat yang beragam.
Menariknya, meskipun mayoritas penduduknya beragama Islam, Indonesia memilih untuk
tidak menjadikan Islam sebagai dasar konstitusionalnya.’! Akan tetapi, nilai-nilai yang

dterapkan tersebut tidak keluar dari nilai-nilai agama. Sehingga hal ini yang menjadikan

2% Abli Muhammad ’Abdullah ibn >Abd al-Rahman ibn al-Fadl ibn Bahram ibn *Abd as-Samad at-TamImi
ad-Darimi as-Samarqandi, Sunan al-Darimi al-Hadis al-Marfii” wa al-Mawqiif wa al-Magqtii’, vol. 3 (Riyadh: Dar al-
Mughni li an-Nashr wa at-Tawz1’ al-Mamlakah al-’ Arabiyyah as-Sa’aidiyyah, 1412), p. 1.639, juz 3, no. 2.563.

30 Terjemahan diambil dari Home Sweet Home, Aplikasi Hadis Soft (1440). Dalam aplikasi ini terdapat 14
kitab hadis yang terdiri dari al-Kutub al-Tis ’ah dan Beberapa Kitab Hadis Lain seperti Sunan al-Daraquini, Sahih ibn
Khuzayimah, Sahth ibn Hibban, Al-Mustadrak dan Musnad al-Syafi 7.

31 Ahmad Sadzali, “Hubungan Agama dan Negara di Indonesia: Polemik dan Implikasinya dalam
Pembentukan dan Perubahan Konstitusi”, Undang: Jurnal Hukum, vol. 3, no. 2 (2020), pp. 341-75.
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Indonesia sebagai representasi negara muslim yang dapat memberikan hubungan baik antara
agama dan negara.

Sama seperti yang terjadi sebelumnya, Indonesia sudah dua kali mengadakan
pemilihan umum besar-besaran (pemilu) di tahun 2019 dan 2024. Saat pemilihan presiden,
ada saja pihak tidak bertanggung jawab yang memanfaatkan situasi untuk berbuat curang,
menggunakan agama untuk kepentingan politik, memecah belah umat beragama, bahkan
bersikap tidak toleran terhadap perbedaan. Semua ini mereka lakukan agar bisa mendapatkan
kekuasaan. Selain itu, ada juga kekhawatiran bahwa hal-hal seperti ini bisa terus terjadi.
Masih ada kemungkinan munculnya kelompok-kelompok yang mengatasnamakan agama
untuk tujuan politik, contohnya seperti aksi 212 dan gerakan serupa. Ini menunjukkan
bagaimana ajaran agama bisa disalahgunakan atau dipelintir demi kepentingan tertentu.

Meskipun telah banyak penelitian yang membahas tentang hadis politik maupun
paradigma integrasi-interkoneksi secara terpisah, masih dapat gap penelitian yang perlu
diisi, khususnya dalam mengaplikasikan paradigma integrasi-interkoneksi secara sistematis
dalam interpretasi hadis-hadis politik. Berbagai penelitian sebelumnya cenderung fokus
pada aspek teoritis paradigma integrasi-interkoneksi atau pada kajian teoritis paradigma
tersebut, maupun kajian hadis pada umumnya. Namun, belum banyak yang mengkaji secara
mendalam bagaimana paradigma ini dapat dioperasionalkan dalam memahami hadis-hadis
politik secara kontekstual. Maka, gap inilah yang menjadi fokus penelitian ini, dengan
harapan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam pengembangan metodologi
pemahaman hadis politik yang lebih komperehensif.

Selain itu, urgensi penelitian ini terletak pada dua hal. Pertama, sebagai respons
terhadap politisasi hadis politik yang mengancam kohesi sosial Indonesia. Kedua, untuk
mengisi kekosongan akademik dengan menawarkan model interpretasi hadis politik yang
kontekstual, inklusif, dan berorientasi pada maqgasid al-syari’ah (tujuan syariat). Dengan
demikian, penelitian ini tidak hanya berkontribusi pada pengembangan metodologi studi
hadis, tetapi juga menjadi solusi praktis bagi problem politik kontemporer, seperti politik
dinasti yang mengikis meritokrasi atau politik identitas yang memecah belah masyarakat.
Maka penulis bermaksud untuk melakukan sebuah kajian tentang studi hadis guna disusun
menjadi sebuah skripsi dengan judul “INTERPRETASI NILAI-NILAI HADIS
POLITIK MELALUI PARADIGMA INTEGRASI INTERKONEKSI”.

Rumusan Masalah
Berangkat dari latar belaknag di atas, agar penelitian ini terfokus pada permasalahan

yang hendak dikaji, maka penelitian ini mengidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut:
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1. Bagaimana pemahaman tentang hadis-hadis politik dengan menggunakan teori Ma ’anil
hadis Yusuf al-Qardawi?

2. Bagaimana korelasi nilai-nilai hadis politik melalui paradigma integrasi-interkoneksi?

Tujuan dan Manfaat Penelitian
1. Tujuan Penelitian
Skripsi ini merupakan hasil penelitian yang bertujuan untuk menjawab pertanyaan
utama di atas. Maka, berangkat dari problematika tersebut, tujuan penelitian ini mencakup
hal sebagai berikut:

a. Menjelaskan pemahaman tentang hadis-hadis politik dengan menggunakan teori
ma 'anil hadis Yusuf al-Qardawi.

b. Menjelaskan korelasi nilai-nilai hadis politik melalui paradigma integrasi-
interkoneksi.

2. Manfaat

Adapun penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

a. Secara teoritis, penelitian ini merupakan kegiatan dalam rangka sumbangsih akademik
dan keilmuan dalam studi hadis. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan
keilmuan dan sebagai tambah khazanah keilmuan dalam topik hadis dan politik.

b. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan seputar hadis
tentang intregasi-interkoneksi agama dan politik, khususnya hadis dan politik. Di lain
sisi, penelitian ini diharapkan memberikan dukungan moral kepada para pemimpin
dalam upaya menginterpretasi nilai-nilai hadis dalam berpolitik.

c. Penelitian ini juga dimaksudkan untuk memberikan edukasi dan pemahaman perihal
berpolitik, sekaligus dapat menjadi bahan kajian lebih lanjut bagi para pengkaji hadis.

d. Selain itu, penelitian ini sebagai tugas akhir dan syarat untuk memperoleh gelar S1

(Strata Satu) dalam Program Studi Ilmu Hadis.

Tinjauan Pustaka

Secara umum penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian kepustakaan (library
research). Penelitian ini memfokuskan terhadap interpretasi nilai-nilai hadis politik sebagai
objek formal dan paradigma integrasi interkoneksi sebagai objek material yang didukung
dengan berbagai data yang diperoleh dari buku dan artikel penelitian ilmiah baik berupa
jurnal, skripsi, ataupun tesis.*> Maka, untuk membedakan pemetaan dan arah penelitian

sebelumnya diperlukannya tinjauan pustaka.

32 “Metode Penelitian Kepustakaan - Penerbit Litnus -, Penerbit Litnus,
https://penerbitlitnus.co.id/product/metode-penelitian-kepustakaan/, accessed 4 Jun 2025.
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Diantara kajian yang berkaitan dengan penelitian ini, penulis akan memaparkan
dengan mengkategorisasikan menjadi tiga bagian data, yakni pertama, pemaparan data
penelitian tentang pemaknaan dan pemahaman hadis-hadis politik. Kedua, pemaparan data
penelitian tentang paradigma integrasi-interkoneksi. Ketiga, pemaparan data penelitian
tentang integrasi-interkoneksi dalam studi hadis. Berikut pembagian atas pemaparan
tinjauan pustaka terkait:

1. Pemaknaan dan Pemahaman Hadis-Hadis Politik

Pertama, buku yang berjudul “Hadis-Hadis Politik dan Pemerintahan” yang ditulis
oleh Lukman Arake pada tahun 2020.% Dalam penelitian tersebut menjelaskan tentang
hadis-hadis politik dan pemerintahan. Penelitian ini membahas bagaimana kekayaan
pemikiran Islam yang ada dalam hadis Nabi Muhammad SAW. berkaitan dengan masalah
politik dan pemerintahan. Topik ini selalu menarik perhatian, jadi tidak heran jika dari
dulu hingga sekarang, para ulama selalu menggunakan hadis dalam karya-karya penting
mereka. Selain itu, dalam karya tersebut juga membicarakan berbagai hal yang relevan
terkait hadis dengan masalah politik dan pemerintahan.

Kedua, skripsi yang berjudul “Memahami Hadis Kepemimpinan Quraisy” yang
ditulis oleh Hari Putra Z, mahasiswa Program Studi Ilmu al-Qur’an dan Tafsir UIN Syarif
Hidayatullah pada tahun 2018.* Metode penelitian yang digunakan berupa studi
kepustakaan yang bersifat deskriptif analitis. Sumber data primer yang digunakan
merupakan hadis tentang kepemimpinan Quraisy dalam Sahih Bukhari juz 1X halaman
217 dan sumber data sekunder yang digunakan berasal dari artikel ilmiah berupa jurnal
dan skripsi yang berhubungan dengan pemimpin.

Ketiga, artikel jurnal yang berjudul “Hadis tentang Politik™ ditulis oleh Raodatul
Jannah pada tahun 2021.%° Penelitian ini mengkaji pandangan hadis tentang politik.
Metode yang digunakan adalah kualitatif, yaitu dengan menelaah berbagai literatur (studi
pustaka) dan menganalisis isinya. Pembahasan dalam penelitian ini mencakup dua hal
utama: bagaimana pandangan umum hadis terhadap politik, dan bagaimana hukum
kepemimpinan politik bagi perempuan menurut hadis. Dalam penelitian tersebut
menyimpulkan bahwa hak berpolitik tidak hanya ditujukan kepada laki-laki saja,
sebagian ulama berpendapat bahwa perempuan juga mempunyai hak untuk berpolitik.

Namun, sebagian ulama juga melarang perempuan untuk berpolitik.

33 Dr. Lukman Arake, Lc. MA., Hadis-Hadis Politik dan Pemerintahan, 1st edition (Yogyakarta: CV. Lintas
Nalar, 2020).

3% Hari Putra Z, “Memahami Hadis Kepemimpinan Quraisy” (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif
Hidayatullah, 2018).

35 Jannah, “Hadis tentang Politik”.
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Keempat, artikel jurnal yang berjudul “Memahami Hadis Kepemimpinan dari
Bngsa Quraisy dan Relevansinya dengan Konsep Kepemimpinan Kontemporer” ditulis
oleh Imam Musthofa pada tahun 2020.%° Penelitian ini meneliti pandangan Imam al-
Ghazali tentang memberi nasihat kepada pemimpin, dan bagaimana pandangan tersebut
masih relevan dengan kondisi kepemimpinan di Indonesia saat ini. Kami menggunakan
metode kualitatif, khususnya studi kasus, untuk mengumpulkan data dari karya al-Ghazali
, kasus-kasus korupsi pejabat di Indonesia, dan wawancara dengan para ahli. Data
kemudian dianalisis untuk menemukan konsep utama dari ajaran al-Ghazali dan tema-
tema penting dari kasus nyata. Untuk memastikan keakuratan, kami membandingkan
informasi dari berbagai sumber dan metode.

2. Paradigma Integrasi Interkoneksi

Pertama, tesis yang berjudul “Integrasi Agama dan Politik (Tela’ah Pemikiran
Hamka terhadap Ayat-Ayat Politik dalam Tafsir al-Azhar)” yang ditulis oleh
Mismubarak, Program Studi [lmu al-Qur’an dan Tafsir Institut PTIQ Jakarta pada tahun
2019.37 Penelitian tersebut menjelaskan bagaimana pemikiran Hamka dengan metode
analisis ayat-ayat yang berkaitan dengan tema-tema politik. Hal tersebut terlihat dari
pemikiran Hamka, bahwa al-Qur’an sendiri tidak menghendaki adanya pemisahan antara
agama dan negara, keduanya sangatlah saling menyempurnakan. Penelitian tersebut
dilakukan secara kepustakaan (library research) dengan membaca, mempelajari, dan
menelaah secara kritis terkait hubungan antara agama dan politik dari Tafsir al-Azhar
yang kemudian dikorelasikan dengan pemikiran ulama kontemporer.

Kedua, artikel jurnal yang berjudul “Epistemologi Keilmuan Integratif-
Interkonektif M. Amin Abdullah dan Implementasinya dalam Keilmuan Islam” oleh
Atika Yulanda pada tahun 2019.°® Penelitian ini dilakukan untuk menyempurnakan
pemahaman kita tentang dasar-dasar ilmu pengetahuan yang diusulkan oleh Amin
Abdullah, yaitu integrasi dan interkoneksi. Diharapkan, hasil penelitian ini bisa menjadi
landasan untuk menganalisis berbagai fenomena sosial, khususnya di masyarakat Islam,
dari sudut pandang filosofis. Jenis penelitian yang dugunakan ialah /ibrary research yang
dilakukan melalui penelusuran dan penelaahan terhadap karya-karya ilmiah, baik berupa

buku, majalah, jurnal, makalah, dan berbagai media yang mengulas topik penelitian.

36 Mustofa, “Memahami Hadits Kepemimpinan Dari Bangsa Quraisy dan Relevansinya Dengan Konsep
Kepemimpinan Kontemporer”.

37 Mismubarak, “Integrasi Agama dan Politik (Tela’ah Pemikiran Hamka terhadap Ayat-Ayat Politik dalam
tafsir al-Azhar)” (Jakarta: Program Pascasarjana Institut PTIQ Jakarta, 2019).

38 Atika- Yulanda, “Epistemologi Keilmuan Integratif-Interkonektif M. Amin Abdullah dan Implementasinya
dalam Keilmuan Islam”, TAJDID: Jurnal Ilmu Ushuluddin, vol. 18, no. 1 (2020), pp. 79—-104.
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Sumber data dalam penelitian ini meliputi primer dan sekunder. Sumber primer
didapatkan melaui sumber pertama dan sekunder berupa karya lain yang membahas
terkait tentang epistemologi keilmuan integrasi interkoneksi serta karya-karya lainnya.

Ketiga, buku yang berjudul “Implementasi Pendekatan Integratif-Interkonektif
dalam Kajian islam” ditulis oleh Amin Abdullah pada tahun 2014.%° Buku ini merupakan
hasil dari berbagai penelitian yang berfokus pada kajian integrasi-interkoneksi
Pendidikan Islam (pemikiran Islam, Pendidikan agama Islam, Pendidikan Bahasa Arab,
dan bimIbngan konseling Islam). Namun, tinjauan pustaka ini befokus pada tulisan Amin
Abdullah “Fresh [jtihad memperjumpakan ‘Ulim al-Din dan Sains Modern dalam
Pemikiran Pendidikan Islam”. Tulisan tersebut menguraikan berbagai komponen,
elemen, atau topik yang penting untuk dibahas dalam pemikiran pendidikan sosial
keislaman di era kontemporer. Tujuannya adalah agar gagasan-gagasan ini dapat
berkontribusi dalam membentuk karakter umat dan bangsa. Lebih lanjut, tulisan ini juga
menekankan bagaimana cara berpikir, sudut pandang, dan pendekatan terhadap setiap
elemen yang disebutkan tadi saling terkait dan terintegrasi. Hal ini dimaksudkan agar
masing-masing elemen dapat membentuk suatu jaringan dan proses berpikir keagamaan
Islam yang menyeluruh dan utuh.

Keempat, artikel jurnal yang berjudul “Upaya Mendialogiskan Pendekatan
Normatif dan Historis dalam Studi Islam: Konsep Integrasi-Interkoneksi Amin Abdullah”
ditulis oleh M. Afiqul Adib pada tahun 2022.%° Penelitian tersebut bertujuan untuk
mengetahui pengertian pendekatan normatif dan historis, serta hubungan antara keduanya
dalam studi Islam. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan /ibrary research yang
kemudian digunakan deskriptif untuk memberikan Gambaran utuh dan terstruktur.
Sehingga, dapat dilakukan pengolahan data secara procedural dan teliti untuk
mendapatkan hasil yang valid. Hasil temuannya menunjukkan, bahwa paradigma
integrasi-interkoneksi yang digagas oleh Amin Abdullah ialah salah satu upaya
mendialogkan Islam normatif dan Islam historis dalam kajian pemikiran Islam.

3. Integrasi Interkoneksi dalam Studi Hadis
Pertama, artikel jurnal yang berjudul “Integrasi Interkoneksi dalam Studi Hadis

Disertasi di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta” ditulis oleh Fadhli Lukman pada tahun

3% Amin Abdullah, Implementasi Pendekatan Integratif-Interkonektif dalam Kajian Pendidikan Islam.

40 M. Afiqul Adib, “Upaya Mendialogiskan Pendekatan Normatif dan Historis dalam Studi Islam: Konsep
Integrasi-Interkoneksi Amin Abdullah”, Al-Tarbawi Al-Haditsah: Jurnal Pendidikan Islam, vol. 7, no. 2 (2022), p.
87.
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2017.*! Penelitian ini mengkaji penerapan paradigma integrasi interkoneksi di UIN Sunan
Kalijaga, khususnya dalam disertasi studi hadis. Hasilnya menunjukkan bahwa sembilan
dari empat belas disertasi yang ditinjau menggunakan cara pandang yang akarnya berasal
dari tradisi Barat sejak abad ke-18.

Kedua, artikel berupa jurnal yang berjudul “Pemahaman Hadis tentang Covid-19
dalam Perspektif Integrasi Interkoneksi Amin Abdullah” ditulis oleh Prof. Dr.
Muhammad Alfatih Suryadilaga pada tahun 2020.%? Sebagaimana perkembangan kajian
tematik dalam studi Islam, bahan kajian ini diperoleh melalui pencarian data model
takhrij al-hadis. model ini dilakukan menggunakan kata-kata tertentu dalam hadis yang
kemudian ditelusuri dalam sebuah kitab syarah yang berisikan seputar hadis tersebut.
Kemudian, penejlasan tersebut dipahami dengan melibatkan keilmuan yang berkembang,
yakni paradigm integrasi interkoneksi yang digagas oleh Prof. Amin Abdullah dalam
memberikan pemahaman kontekstual.

Ketiga, artikel berupa jurnal yang berjudul “Perkembangan Model Integrasi
Pendidikan dalam Hadis dan Penerapan” ditulis oleh Elvi Yenti dkk. pada tahun 2022.%
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji perkembangan model integrasi pendidikan dalam
hadis dan penerapannya. Jenis penelitian yang digunakan ialah [literature review.
Berdasarkan literatur yang dikumpulkan didapatkanlah bahwa sumber ilmu yang mutlak
ialah al-Qur’an dan Hadis. Metode penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan
dengan mengumpulkan data menggunakan metode dokukentasi, serta teknik analisis yang

digunakan ialah analisis isi.

Adapun beberapa penelitian di atas yang telah dicantumkan mempunyai ciri dan
ranahnya masing-masing. Beberapa di antaranya telah menyinggung penelitian tentang hadis
dan politik, dan penelitian tentang integrasi dan interkoneksi. Akan tetapi, dalam penelitian
ini berupaya bagaimana untuk mengaplikasikan paradigma integrasi-interkoneksi dalam
interpretasi hadis-hadis politik. Melihat berbagai penelitian yang cenderung fokus pada
aspek teoritis maupun kajian hadis pada umumnya. Sehingga, penelitian ini mengkaji secara

mendalam bagaimana paradigma tersebut diperasionalkan terhadap hadis.

41 Fadhli Lukman, “Integrasi-Interkoneksi dalam Studi Hadis Disertasi di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta”,
RELIGIA, vol. 19, no. 2 (2017), p. 1.

42 Muhammad Alfatih Suryadilaga, “Pemahaman Hadis tentang Covid-19 dalam Perspektif Integrasi-
Interkoneksi Amin Abdullah”, Khazanah: Jurnal Studi Islam dan Humaniora, vol. 18, no. 2 (2020), p. 173.

43 Elvi Yenti, llyas Husti, and Nurhadi Nurhadi, “Perkembangan Model Integrasi Pendidikan dalam Hadist
dan Penerapan”, At-Tajdid : Journal of Islamic Studies, vol. 2, no. 2 (2022), p. 48.
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E. Kerangka Teori

Kerangka teori adalah konsep dasar atau rancangan yang berisi pemaparan segala
bentuk atau hal yang dijadikan sebagai bahan penelitian. Kerangka teori disusun berdasarkan
hasil penelitian sebelumnya dan literatur yang relevan. Dengan kata lain, kerangka teori
merupakan landasan berpikir yang digunakan peneliti untuk membangun argumen,
menganalisis data, dan menarik kesimpulan dalam penelitian.** Kerangka teori tersebut,
pandangan, pendapat, dan konsep dirangkai menjadi kerangka acuan awal terkait dengan
masalah yang diteliti harus sesuai dengan masalah yang dibahas untuk membentuk hipotesis
atau model yang dapat diuji. Kemudian menggunakan kajian yang relevan dengan melihat
tulisan terdahulu yang memuat informasi tentang kajian serupa sebelumnya, seperti jurnal,
skripsi, tesis, buku, dan laporan penelitian. Tujuan dari penelitian sebelumnya guna
menempatkan penelitian saat ini di bawah penelitian sebelumnya untuk menghindari

plagiasi.®

1. Teori Ma’anil Hadis (Interpretasi Nilai-Nilai Hadis Politik)

Dalam upaya memahami suatu teks (matan) hadis diperlukannya seperangkat
keilmuan atau metode yang digunakan dalam sebuah penelitian. Penelitian ini dalam
satau kerangka teori yang digunakan ialah menggunakan teori yang telah diletakkan oleh
ulama khalaf yang berjiwa modernis, yakni Yusuf al-Qardawi.

Yusuf al-Qardaw1 merupakan sosok ulama dan cendekiawan muslim dunia yang
pernah menajdi ketua Persatuan Cendekiawan Muslim Internasional. Beliau dilahirkan di
desa Saft Turab Provinsi Barat, Mesir pada 9 September 1926 M. Nama lengkapnya ialah
Muhammad Yasuf al-Qardawi. Namun, beliau telah meninggal dalam usia yang ke-96
tahun. Selain itu, beliau juga termasuk salah satu ulama produktif yang banyak
menuliskan kitab dalam berbagai bidang keilmuan yang juga diterjemahkan dalam bahasa
Indonesia, salah satunya dalam studi hadis. Menurutnya, dalam memahami sebuah teks
(matan) hadis diperlukannya pemahaman tekstual dan kontekstual. Metode ini dipilih
karena fokusnya pada pembentukan aturan dan tanggapan dari para orientalis. Hal ini

mempermudah pemahaman hadis dengan merujuk pada kitab-kitab syarah (penjelasan)

4 Kerangka Teori:  Pengertian, Contoh dan Cara Membuat - Deepublish  Store,

https://deepublishstore.com/blog/kerangka-
teori/?srsltid=AfmBOorldb6vKFV{Zak1UkiDlw_ wcbA9FHPItpvE2IrGSLSE3VNI9Avxw, accessed 4 Jun 2025.

45 Ali Imron et al., Pedoman Penulisan Proposal dan Skripsi (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta: Fakultas
Ushuluddin dan Pemikiran Islam, 2021).
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yang ada sepanjang sejarah. Yuisuf al-Qardaw1 juga tidak hanya menjelaskan hadis yang
relevan dengan zaman sekarang secara detail, tetapi juga bagaimana menerapkannya.*

Berdasarkan teori ma’anil hadis mengangkat pendekatan yang ditawarkan oleh
salah satu tokoh pemikir hadis kontemporer Yisuf al-Qardawi, bahwa menurutnya teks
saja tidak cukup untuk memahami hadis, tetapi mengetahui konteks hadis itu perlu.
Konteks ini mencakup bagaimana kondisi yang ada pada saat itu termasuk politik dan
sosial budaya. Selain bagaimana, pertanyaan dari mana hadis diturunkan juga penting
untuk memahami suatu hadis.*’

Berdasarkan prinsip-prinsip tersebut, Yidisuf al-Qardawi dalam kitabnya Kaifa
Nata’amal Ma’a Al-Sunnah Al-Nabawiyyah membagi menjadi delapan kriteria dalam
memahami sebuah teks (hadis), diantaranya sebagai berikut:

a. Memahami hadis sesuai dengan petunjuk al-Qur’an

b. Menghimpun hadis-hadis yang setema

c. Tarjih (kompromi) antara hadis yang kontradiktif

d. Memahami hadis sesuai dengan latar belakang, situasi dan kondisi, serta tujuan (4sbab
al-wurid)

Membedakan antara sarana yang berubah-ubah dan tujuan yang tetap

Membedakan antara ungkapan haqiqah dan majaz

Membedakan antara yang ghaib dan nyata.

= @ oo

Memastikan makna kata-kata dalam hadis.*®

Selanjutnya, dari delapan kriteria yang dipaparkan oleh Yusuf al-Qardawi, penulis
tidak menggunakan seluruh kriteria dalam penelitian ini. hal tersebut dikarenakan tidak
semua kriteria tersebut dapat diaplikasikan dalam meneliti suatu teks (hadis), melainkan
menyesuaikan dengan konteks penelitian yang hendak dibahas serta tujuan dari
penelitian. Adapun penelitian ini hanya menggunakan enam dari delapan teori Yisuf al-
Qardawi, yakni 1) memahami hadis sesuai dengan petunjuk al-Qur’an. 2) Menghimpun
hadis-hadis yang setema. 3) Memahami sesuai dengan latar belakang, situasi dan kondisi,
serta tujuan. 4) Membedakan antara sarana yang berubah-ubah dan tujuan yang tetap. 5)

Memastikan makna kata-kata dalam hadis.

46 Suryadi, “Pentingnya Memahami Hadis dengan Mempertimbangkan Setting Historis Perspektif Yiisuf Al-
Qaradaw1”, Jurnal Living Hadis, vol. 1, no. 1 (2016).

47 Abdul Mustaqim, llmu Ma’anil Hadis Paradigma Interkoneksi: berbagai Teori dan Metode Memahami
Hadis Nabi (Yogyakarta: Idea Press, 2016).

* Yusuf Qardhawi, Bagaimana Memahami Hadis Nabi, Terj, Muhammad al-bagir edition (Bandung:
Kharisma, 1990).
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Dalam hal ini, penulis mendasari ketertarikan menggunakan teori ini ialah bahwa
teori yang dikemukakan oleh Yasuf al-Qardawi ini menekankan akan pentingnya
memahami konteks dan makna di balik hadis dalam situasi yang dinamis. Teori Ma ‘anil
Hadis mengajak kita untuk tidak hanya melihat teks hadis secara literal, melainkan juga
untuk menggali makna dan tujuan yang terkandung di dalamnya. Dalam konteks hadis
kepemimpinan Quraisy, yang menyatakan bahwa ‘“kepemimpinan itu berada pada
Quraisy”, maka perlu memahami tidak hanya siapa yang berhak untuk memimpin,
melainkan juga nilai-nilai dan prinsip-prinsip kepemimpinan yang terkandung dalam
hadis tersebut. Yiisuf al-Qardaw1 menekankan bahwa setiap hadis harus dipahami dalam
konteks social, budaya, dan politik yang relevan, sehingga interpretasi yang dihasilkan

dapat lebih aplikatif dan kontekstual.

Teori pemahaman hadis Yusuf al-Qardawt ini dipilih karena pendekatannya yang
komprehensif dan kontekstual. Al- Qardawi menekankan bahwa pemahaman hadis tidak
boleh berhenti pada teks semata, melainkan juga harus memperhatikan konteks historis
dan tujuan utama hadis. Sehingga, dengan car aini hadis dapat dipahami secara utuh, tidak
kaku, dan lebih relevan dengan perkembangan zaman. Pemahaman yang hanya berfokus
pada teks tanpa melihat koteks akan berpotensi menimbulkan kesalahpahaman dalam
pengamalan ajaran Islam. Selain itu, teori ini juga memberikan Solusi praktis dalam
menjawab tantangan zaman modern, yakni pentingnya untuk mengkontekstualisasikan
hadis agar selaras dengan perkembangan sosial, budaya, dan teknologi. Maka, prinsip ini
dianggap sangat relevan sebagai panduan etis bagi umat Islam dalam menghadapi deras

arus perpolitikan dan informasi yang belum benar.*’

Selain itu, teori pemahaman hadis yang dikemukakan oleh Yiusuf al-Qardawt ini
juga berhasil dalam menjembatani metodologi ulama klasik dengan kebutuhan umat
Islam modern. Al-Qardhawi menegaskan bahwa dalam memahami hadis harus
mempertahankan nilai-nilai universal Islam tanpa terjebak pada pendekatan yang kaku
dan literal semata. Dengan demikian, ruang ijtihad terbuka luas untuk menemukan Solusi
dalam menghadapi berbagai permasalahan kontemporer dengan tetap berpegang teguh
pada prinsip dasar ajaran Islam.>°

2. Teori Integrasi Interkoneksi

4 Yisuf al-Qardawi, Kayfa Nata’amal ma’a as-Sunnah an-Nabawiyyah (Virginia: al-Ma’had al->Alam1 li
al-Fikr al-Islami, 1992), p. 147.
0 Ipid., pp. 167-95.
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Integrasi berasal dari bahasa Inggris, “Integrate” yang berarti mengeintegrasikan,
menyatukan, atau menggabungkan. “Integration” yang berasal dari kata kerja “to
integrate”, berarti to join to something else so as to form a whole (bergabung kepada
sesuatu yang lain sehingga membentuk keterpaduan) atau dengan to join in society as a
whole, spend time with members of other groups and develop habits like theirs. Dapat
juga diartikan sebagai to bring (part) together in to a whole, atau dengan arti to remove
berriers imposing segregation upon (racial group).’!

Para intelektual Muslim memikirkan bagaimana mengintegrasikan atau
mengislamkan ilmu pengetahuan. Ide ini muncul karena mereka merasa sangat sadar akan
pentingnya agama di tengah pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di
dunia. Mereka percaya bahwa umat Islam bisa maju dan setara dengan Barat, asalkan
mereka mampu menguasai ilmu pengetahuan secara nyata. Dengan begitu, mereka bisa
lebih memahami ajaran agama (wahyu) dan sekaligus mengembangkan ilmu pengetahuan
itu sendiri.

Pendekatan integrasi interkoneksi lebih menghormati ilmu-ilmu umum yang ada,
dikarenakan ilmu umum juga telah menetapkan landasan epistemologis, ontologis,
hingga aksimiotik, serta mencari persamaan baik pendekatan maupun metode berpikir.
Islam memang bukanlah sebuah agama yang lahir dan tumbuh dalam ruang hampa.
Melainkan tempat yang kaya akan budaya. Oleh sebab itu, latar belakang historis dari
praktik ide Islam selamanya akan diwarnai oleh berbagai upaya pembaharuan yang
progresif secara konsisten.>?

Pada era modern Islam pasca kolonial, gagasan ilmu pengetahuan yang integratif
bergaung kembali dalam berbagai konsep. Misalnya islamisasi ilmu pengetahuan,
objektifikasi ajaran Islam, dan sebagainya. Para cendekiawan muslim kontemporer dalam
kadar yang berbeda-beda mempunyai kemampuan untuk mendialogkan dan
mempertautkan antara paradigma Ulim al-Din (ilmu-ilmu agama Islam), al-Fikr al-
Islami (pemikiran Islam), dan Dirasat Islamiyyah (studi keislaman) kontemporer. Yaitu,
Ulim al-Din (kalam, tafsir, fikih, ulum al-Qur’an, hadis, ataupun ilmu agama islam yang
dipertumakan dan dialogkan dengan sungguh-sungguh, kemudian diintegrasikan dan

interkoneksikan dengan Dirdasat Islamiyyah dengan mempertimbangkan masukan dan

3! Syahrial Labaso, “Paradigma Integrasi-Interkoneksi di Tengah Kompleksitas Problem Kemanusiaan”, 4/-
A’raf : Jurnal Pemikiran Islam dan Filsafat, vol. 15, no. 2 (2018), p. 335.

52 Imam Machali, “Pendekatan Integrasi-Interkoneksi dalam Kajian Manajemen dan Kebijakan Pendidikan
Islam”, el-Tarbawi, vol. 8, no. 1 (2015), pp. 32-53.
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menggunakan acar berpikir dan metode sains modern, social sciences, dan humanities
kontemporer sebagai pisau analisis dan cara berpikir keagamaannya.>

Dalam pandangan Amin Abdullah, rasionalitas dan pemahaman agama
membutuhkan interaksi yang konsisten untuk menjawab kebenaran dari berbagai
perbaikan yang dibuktikan dengan tujuan dari agama dan berupaya untuk meningkatkan
gagasan dalam membangun peradaban manusia. Sebagai jawaban atas segala fenomena
tersebut, konsep integrasi interkoneksi datang sebagai tawaran untuk menjembatani
tujuan yang diungkapkan diatas secara lebih luas.>* Konsep seperti inilah nantinya akan
memberikan penekanan bahwa adanya keterkaitan antara beberapa bidang ilmu
pengetahuan yang sering luput dari kajian keislaman, padahal apabila diterapkan degan
baik, maka integrasi interkoneksi ilmu agama dengan ilmu pengetahuan (umum) akan

membentuk kebermanfaatan dan membawa pemahaman yang lebih utuh.

Interpretasi nilai-nilai hadis politik merupakan sebuah upaya untuk memahami dan
mengambil pelajaran dari hadis-hadis Nabi Saw., yang terkait dengan aspek kepemimpinan,
pemerintahan, serta kehidupan masyarakat bernegara. Aspek-aspek tersebut meliputi,
prinsip kepemimpinan, musyawarah, keadilan dan persamaan hak, penegakan hukum, serta
kewajiban menegakkan amar ma’ruf nahi mungkar.

Interpretasi nilai-nilai hadis politik melalui paradigma integrasi interkoneksi
merupakan sebuah upaya yang digunakan untuk memahami dan mengimplementasikan
hadis tentang politik dengan mempertimbangkan keterkaitan dan keterpaduan dengan aspek
kehidupan lainnya. integrasi interkoneksi tersebut berupa 1) integrasi antara agama dan
politik yang melihat bahwa agama dan politik tidak dapat dipisahkan. 2) Interkoneksi dengan
aspek ekonomi, sosial, dan budaya hadis-hadis politik secara parsial, namun juga dilihat
kaitannya dengan aspek kehidupan lainnya. 3) Menjembatani antara teks yang bersifat
normatif dan realitas kehidupan politik yang dinamis dan kompleks. Dengan demikian,
interpretasi nilai-nilai dalam hadis politik melalui paradigma integrasi interkoneksi nantinya
memberikan panduan yang lebih kontekstual, holistik, dan relevan dalam menghadapi

problematika politik dan kenegaraan di zaman modern.

53 Yulanda, “Epistemologi Keilmuan Integratif-Interkonektif M. Amin Abdullah dan Implementasinya dalam
Keilmuan Islam”.

% M. Amin Abdullah, Islamic Studies dalam Paradigma Integrasi-Interkoneksi: Sebuah Antologi
(Yogyakarta: Suka Press UIN Sunan Kalijaga, 2007).
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F. Metode Penelitian

Pada dasarnya penelitian (research) merupakan sebuah upaya untuk menemukan
kebenaran atau lebih membenarkan kebenaran. Usaha mengejar kebenaran pun dilakukan
melalui model-model tertentu. Metode juga merupakan sejumlah cara atau langkah yang
akan digunakan oleh peneliti dalam melakukan sebuah penelitian.*

Metode penelitian merupakan salah satu bagian terpenting dan tidak dapat terlewatkan,
dikarenakan hal tersebut adalah suatu bentuk kebutuhan penting dalam proses penyusunan
penelitian, guna terwujudnya sebuah penelitian yang terstruktur dan sistematis, serta
mendapatkan hasil yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Metode ini merupakan
fondasi utama dalam menyusun penelitian agar hasilnya terstruktur, sistematis, dan bisa
dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Oleh karena itu, agar penelitian berjalan dengan baik
dan sesuai kaidah keilmuan, pemilihan dan penerapan metode penelitian yang tepat mutlak
diperlukan.>®
Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan suatu jenis penelitian kualitatif yang bersifat kepustakaan
(library research), yakni penelitian yang dilakukan dengan melalui riset terhadap
berbagai literatur (pustaka) yang berkaitan dengan tema penelitian. D1 lain sisi, diartikan
juga penelitian yang bersifat kepustakaan dengan data-data penelitian dari berbagai
literatur, baik berupa kitab, buku, karya tulis, jurnal, ataupun artikel yang yang relevan
dengan tema yang dikaji oleh dalam penelitian ini. Melalui data-data yang diperoleh
tersebut, nantinya penulis akan membaca, mengidentifikasi, menganalisis, dan mengolah
penelitian sehingga penulis mengadopsi model penelitian kualitatif. Rifa’i Abubakar
dalam bukunya yang berjudul “Pengantar Metodologi Penelitian” menyebutkan beberapa
karakteristik penelitian kualitatif. Adapun karakteristik tersebut antara lain adalah
penelitian kualitatif bersifat deskriptif dan lebih menekankan pada makna data dibalik
yang dapat diamati.>’

Penelitian ini memfokuskan pada pendekatan pemikiran tokoh guna menganalisis
secara mandalam dalam memahami hadis kepemimpinan politik Quraisy menggunakan
ma’anil hadis Yusuf al-Qardawt dan Integrasi-Interkoneksi Amin Abdullah.

2. Sumber Data

55 Ali Imron et al., Pedoman Penulisan Proposal dan Skripsi.

%6 Rifa’i Abu Bakar, Pengantar Metodologi Penelitian, 1 st edition (Yogyakarta: Suka Press UIN Sunan
Kalijaga, 2021).

37 Ibid.
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Sumber data yang digunakan dalam penulisan skripsi didapatkan dari berbagai
sumber yang relevan terkait topik penelitian yang dikaji. Melalui berbagai tahap atau
upaya menelusuri, mengumpulkan, memilah, hingga mengadopsi ide atau gagasan dari
berbagai literatur terkait problematika yang menjadi obyek penelitian tersebut. Data yang
akan digunakan dalam penelitian ini berupa data yang diperoleh melalui sumber tertulis.
Penelitian ini membagi sumber data menjadi dua, yakni sumber primer dan sumber
sekunder.

a. Sumber Data Primer

Data primer dalam penelitian ini menggunakan rujukan utama yakni Adapun
dari berbagai kitab hadis yang terhimpun dalam al-kutub al-Tis’ah yaitu Sahih
Bukhari, Sahih Muslim, Sunan al-Tirmidzi, Sunan al-Nasa'’t, Sunan Abii Dawud,
Sunan ibn Mdjah, Sunan al-Darimi, Muwattha’ Imam Malik, dan Musnad Ahmad ibn
Hanbal melalui bantuan software aplikasi hadis jawami’ al-kalim, mausu’ah al-hadis,
maktabah syamilah, buku yang berjudul “Politik Kebangsaan: Studi Interpretasi
Hadis-Hadis Politik”, dan buku tentang paradigma integrasi interkoneksi Amin
Abdullah.

b. Sumber Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini merujuk pada al-Qur’an, kitab Kayfa
Nata'amal ma'a as-Sunnah an-Nabawiyyah karya Yusuf al-Qardaw1 untuk mengutip
langkah-langkah dalam memahami hadis. Adapun data pendukung lainnya diperoleh
dari beberapa karya tulis yang memiliki ketersinambungan dari objek penelitian,
seperti artikel jurnal, skripsi, tesis, atau media lainnya. Selain itu, dat sekunder yang
digunakan juga berupa kitab syarah hadis

Data sekunder yang digunakan untuk mencari kualitas dan keabsahan periwayat
dalam menganalisis sanad menggunakan kitab Taqrib al-Tahzib dan Tahzib al-Tahzib
karya ibn Hajjar al-Asqalani. Kitab Manhaj al-Naqd fi al-Matn karya Salah al-Din ibn
Ahmad al-Adlabi untuk membantu dalam Analisa matan hadis. Beberapa kitab tafsir
untuk membantu dalam menganalisa tafsir ayat al-Qur’an, seperti Tafsir Mafatih al-
Ghayb karya Fahr al-Din al-Razi, al-Jami * li-Ahkam al-Qur’an karya Abt ‘Abd Allah
Muhammad ibn Ahmad ibn Ab1 Bakr ibn Farh al-Ansart al-Khazraji al-Qurtubi. Selain
itu, juga menggunakan kitab al-Ahkam al-Sultaniyyah wa al-Wildyat al-Diniyyah
karya Imam Abt al-Hasan ‘Ali ibn Muhammad ibn Habib al-Mawardi dalam
membantu memahami hadis kepemimpinan politik Quraisy.

3. Teknik Pengumpulan Data
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Berdasarkan objek kajian yang diteliti, pengumpulan data yang dilakukan
mengarah pada kitab, buku, maupun artikel karya ilmiah berupa skripsi, tesis, maupun
jurnal penelitian, baik berupa cetak maupun perangkat lunak (Pdf). Hal ini dilakukan
dengan cara menelusuri, mengumpulkan, dan menganalisis berbagai sumber tertulis yang
relevan dengan topik penelitian. Setelah data-data tersebut terkumpul, akan dilakukan
penelaahan objek primer berdasarkan rumusan masalah dan objek kajian yang menjadi
acuan utama dalam penelitian. Setelah itu, melakukan tinjauan pustaka untuk
menganalisis dari beberapa data yang terkumpul yang dalam pembahasannya terdapat
persamaan maupun perbedaan dalam penelitian.

Dalam hal ini, dengan menggunakan pendekatan tersebut, penelitian ini dapat
menggali secara mendalam prinsip kepemimpinan dalam hadis dan relevansinya dengan
tantangan modernisasi, sesuai dengan tujuan penelitian yang telah ditetapkan.
Pengumpulan data didasarkan pada dua sumber, yakni sumber primer dan sumber
sekunder dengan dokumentasi yakni data dikumpulkan dari berbagai kerelevan kajian
terdahulu dengan penelitian yang dilakukan. Sumber data primer dalam penelitian ini,
misalnya diambil dari a/-Kutub al-Tis’ah yang tidak lagi diragukan kredibilitasnya
dengan menggunakan alat bantu berupa perangkat lunak (software) hadis. Demikian pula
dilakukan terhadap sumber-sumber sekunder.

Data tentang metodologi pemahaman hadis diambil dari kitab Kayfa Nata'amal
ma'a as-Sunnah an-Nabawiyyah karya Yiusuf al-Qardawi. Data mengenai pemahaman
paradigma integrasi-interkoneksi diambil dari buku “Islamic Studies dalam Paradigma
Integrasi-Interkoneksi: Sebuah Antologi” yang ditulis oleh Amin Abdullah. Data ini
ditunjang menggunakan beberapa artikel ilmiah dan penelitian lainnya yang merujuk
pada sumber yang sama.

Dalam proses pengumpulan data, penelitian ini juga menearapkan langkah-langkah
analisis. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan teori ma ‘anil hadis Yusuf al-
Qardawi. Dalam mengelola data suatu hadis yang hendak diteliti, cara yang penulis
lakukan yaitu dengan metode takhrij al-hadis. Takhrij al-hadis yaitu menelusuri hadis
dari sumbernya yang berasal dari berbagai kitab Shahih, jami’, sunan, ataupun musnad
yang dimana penelusuran tersebut lengkap dengan sanad dan matannya kemudian
dilakukan penelitian kualitas hadisnya agar dapat diketahui bahwa hadisnya bisa menjadi

hujjah atau tidak.’® Metode takhrij al-hadis yang penulis gunakan ialah takhrij al-hadis

8 Azan Sagala, “Takhrij dan Metode-Metodenya”, Al-Ulum : Jurnal Pendidikan Islam, vol. 2, no. 2 (2021),
pp. 327-46.
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bi al-lafadz yakni pencarian hadis lewat lafadz. Pada tahap mentakhrij hadis, penulis
memakai aplikasi jawami’ al-kalim dan maktabah syamilah guna memudahkan pencarian
data. Dalam pencarian hadis tersebut penulis membatasi pada kutub al-tis’ah.

Selanjutnya ialah dengan me-crosscheck berdasarkan ayat-ayat al-Qur’an yang
merujuk pada kitabTafsir Mafatih al-Ghayb karya Fahr al-Din al-Razi, al-Jami * li-Ahkam
al-Qur’an karya Abii ‘Abd Allah Muhammad ibn Ahmad ibn Ab1 Bakr ibn Farh al-Ansart
al-Khazrajt al-Qurtubi. Dalam pencarian makna hadis merujuk pada kitab syarah, seperti:
al-Minhaj Syarh Shahih Muslim, ‘Aun al-Ma’biid Syarh Sunan Abii Dawid, Tuhfah al-
Ahwadzi Syarh Sunan al-Tirmidzi, dan seabagainya. Kemudian dalam pencarian sumber
sejarah merujuk pada buku Sirah Nabawiyyah dan buku Sejarah Agama Islam.

4. Teknik Pengolahan Data

Dalam penelitian yang dilakukan ini menggunakan penelitian kepustakaan yang
dibuktikan dengan berbagai data atau sumber yang telah dituliskan diatas. Maka penulis
ingin sampaikan bahwa dalam mengolah, menyusun, dan menganilisis data, penulis
menggunakan metode deskriptif-analitis. Metode deskriptif-analisis merupakan salah
satu bentuk metode penulisan dalam sebuah penelitian. Dengan kata lain, merupakan
metode penelitian yang mendeskrispikan, menganalisis, hingga mengidentifikasi suatu
obyek penelitian melalui informasi atau data materi yang telah terhimpun. Selain itu, juga
memiliki relevansi signifikan dengan problematika yang menjadi obyek penelitian
sehingga memperoleh kesimpulan yang interpretatif dan komprehensif.>

Setelah semua data terkumpul, selanjutnya di olah pada proses menganalisis data.
Dalam hal ini untuk mendapatkan pemahaman hadis, penulis akan menggunakan metode
ma’anil hadis, sekaligus untuk mengetahui kerelevan hadis yang diteliti. Hal ini bertujuan
agar hadis yang diteliti ini ketika dipakai tetap relevan seiring dengan kemajuan dan
perubahan zaman.

Kemudian penulis akan melakukan proses analisis sebagai berikut, pertama,
penulis menetapkan hadis-hadis yang akan di teliti, hal ini berupa hadis kepemimpinan
Quraisy yang terdapat dalam al-kutub al-tis’ah. Kedua, penulis mengumpulkan hadis-
hadis yang setema melalui fakhrij secara tematik, dalam proses ini penulis menggunakan
bantuan software aplikasi hadis. Ketiga, penulis melakukan kajian kritik sanad dan matan
guna mengetahui otentitas hadis yang diteliti. Keempat, penulis dalam menganalisis

pemahaman hadis yang hendak diteliti menggunakan metode Yisuf al-Qardawi, dalam

%% Abdurrahman, “Metode Penelitian Kepustakaan dalam Pendidikan Islam”, Adabuna : Jurnal Pendidikan
dan Pemikiran, vol. 3, no. 2 (2024), pp. 102—13.
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hal ini penulis mengaplikasikan metode tersebut yakni: 1) Mengkroscek berdasarkan ayat
suci al-Qur’an dengan tujuan memastikan bahwa hadis yang dikaji dan ayat al-Qur’an
tidak bertentangan. Ketika didapati bertentangan biasanya hal tersebut karena hadisnya
tidak Sahih atau kurang tepat dalam memahaminya, 2) Meneliti hadis-hadis yang setema
dari hadis yang hendak diteliti dengan mencari makna syarah hadisnya dalam kitab-kitab
syarah, hal tersebut dilakukan agar menghasilkan ruang lingkup yang luas sehingga hadis
dapat dipahami secara jelas. 3) Kemudian penulis memastikan ghayah dan wasilah dalam
hadis. Untuk memahami hadis secara benar dan mendalam diperlukannya mengetahui
sebab yang melatarbelakangi kemunculannya, agar bisa diketahui kondisi dan keadaan
pada saat hadis tersebut muncul, sehingga pesan yang disampaikan dari hadis dapat
ditentukan dengan pasti. 4) Selanjutnya, memastikan sarana yang berubah dengan tujuan
tetap dari hadis karena setiap zaman pasti akan ada perubahan, maka penulis melihat
adanya perbedaan sarana dakwah yang dilakukan Nabi dengan dakwah di zaman
sekarang. 5) Terakhir, memastikan makna dan konotasi kata dari hadis yang dikaji. Dalam
hal ini mengenai hadis-hadis politik dan kepemimpinan Quraisy, kemudian
mengkontekstualisasikan dengan politik kontemporer saat ini. Dapat dilihat bahwa hadis
yang dikaji masih relevan hanya saja sarana (wasilah) yang berbeda karena
perkembangan zaman.
5. Pendekatan Penelitian
Pendekatan pemahaman hadis yang digunakan dalam penelitian ini adalah
pendekatan teologis-normatif, sosio-historis, linguistik, dan interdisipliner. Pendekatan
teologis-normatif yang dimaksudkan ialah menekankan pada pemahaman berdasarkan
dasar-dasar agama, yakni al-Qur’an dan Hadis, serta norma-norma lain yang berasal dari
ketentuan atau peraturan perundang-undangan. Pendekatan sosio-historis ialah suatu
bentuk pendekatan yang mempertimbangkan keadaan sosial masayarakat, tempat, dan
waktu hadis tersebut diriwayatkan. Pendekatan linguistik dipahami sebagai pemaknaan
teks (hadis) Nabi dengan mempertimbangkan sebuah kata dan struktur gramatikalnya.
Sedangkan, pendekatan interdispliner merupakan pendekatan dalam pemecahan suatu
masalah dengan menggunakan tinjauan berbagai sudut pandang ilmu serumpun yang
relevan atau tepat guna.
G. Sistematika Pembahasan
Penelitian ini secara garis besar diklasifikasikan menjadi lima bab, yang masing-

masing memiliki fokus berbeda. Dengan tujuan untuk memperjelas pembahasan dari
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penelitian, agar pembahasannya tidak keluar dari koridor yang telah dirumuskan. Adapun
sistematika pembahasannya yaitu:

Bab pertama merupakan bagian dari pendahuluan, meliputi latar belakang yang
merupakan bagian keresahan penulis sehingga diangkatlah tema ini menjadi sebuah obyek
kajian atau penelitian. Rumusan masalah yang menjadi batasan permaslahan yang akan
dijawab oleh penulis dalam kajian ini. Tinjauan pustaka menjadi sebuah acuan untuk
membedakan antara penelitian sebelumnya dengan penelitian yang dikaji saat ini. Kerangka
teori yang akan membantu dalam menjelaskan teori untuk menjawab pertanyaan.
Metodologi penelitian merupakan bagian penjelasan terkait jenis dan pendekatan penelitian,
sumber data, metode pengumpulan data, hingga teknik pengolahan data. Sitematika
pembahasan yang berisi penyajian atas pembahasan penulisan dalam penelitian skripsi ini.

Bab kedua merupakan bagian yang membahas terkait redaksional hadis politik yang
menjadi fokus utama penelitian ini. Kemudian akan dilakukan 7’tibar sanad terhadap hadis
yang dijadikan rujukan utama demi mengetahui jalur periwayatan hadis tersebut. Kemudian,
penulis akan menganalisis kualitas hadis dari segi sanad dan matan, sehingga dari hal inilah
akan mengetahui apakah hadis yang dijadikan rujukan relevan untuk digunakan.

Bab ketiga menyajikan, menguraikan, dan membahas tentang pemahaman hadis
tentang keutamaan dakwah dengan metode Yusuf al-Qardawi. Bab ini akan menjelaskan
hadis tersebut berdasarkan metode ma’anil hadis Yiusuf al-Qardawi, diantaranya ialah
dengan memahami hadis sesuai petunjuk al-Qur’an, dalam bagian ini peneliti akan
menverifikasi hadis dengan ayat al-Qur’an yang berkaitan. Langkah selanjutnya, peneliti
akan menghimpun hadis-hadis setema dari rujukan utama. Setelah itu, peneliti akan
menjelaskan Asbab al-wuriid hadis yang akan dijadikan rujukan dalam penelitian ini.
Kemudian peneliti akan menganalisi serta membedakan ghayah dan wasilah yang ditinjau
oleh peneliti.. Terakhir, peneliti akan menganalisis makna dalam hadis dan konotasi kata,
dalam artian peneliti akan mengkontekstualisasi makna hadis tersebut dengan politik di
zaman kontemporer.

Bab keempat merupakan inti dari kajian pada penelitian ini, yakni menguraikan
relevansi dan interpretasi nilai-nilai hadis politik melalui paradigma integrasi interkoneksi.
Hal ini sebagai bentuk upaya untuk memahami dan mengimplementasikan hadis-hadis
tentang politik dengan mempertimbangkan keterkaitan dan keterpaduannya dengan berbagai
aspek kehidupan.

Bab kelima, merupakan akhir dari kajian atau penutup dari penelitian ini yang
mempunyai dua poin penting sebagai pembahasannya, yaitu: 1) kesimpulan yang berisikan

jawaban atas segala problematika yang dikaji dalam penelitian ini. 2) saran yang berisikan
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tentang rekomendasi dan solusi yang diberikan penulis terkait dengan penelitian dengan

tema terkait.



BAB YV
PENUTUP

Kesimpulan

Penerapan metode ma ‘anil hadis Yusuf Qardawi terhadap hadis kepemimpinan
Quraisy menghasilkan pemahaman yang holistik dan kontekstual. Pendekatan ini
mengintegrasikan analisis teks hadis dengan prinsip-prinsip universal dalam Al-Quran,
seperti ‘adalah (keadilan), amanah (amanah), dan syira (musyawarah). Dengan demikian,
kepemimpinan dalam Islam tidak dibatasi oleh kesukuan, melainkan oleh kualifikasi moral
dan kapabilitas. Hal ini sejalan dengan hadis-hadis lain yang menekankan pentingnya
pemimpin yang adil, kompeten, dan bertanggung jawab, sehingga menegaskan bahwa esensi
kepemimpinan Islam bersifat substantif, bukan formalistik.

Konteks sosio-politik Arab abad ketujuh menunjukkan bahwa Quraisy dipandang
sebagai pemimpin dikarenakan pengaruh politik, ekonomi, dan jaringan diplomasi mereka,
bukan semata-mata karena faktor genealogis. Yusuf Qardawi menolak pemahaman literal
yang menganggap kepemimpinan Quraisy sebagai ketentuan mutlak, melainkan melihatnya
sebagai strategi Nabi untuk menjaga stabilitas dakwah. Pendekatan ini mengungkap bahwa
hadis tersebut bersifat kondisional, bukan normatif-abadi. Dengan demikian, pemahaman
yang tepat harus mempertimbangkan magqasid syari‘ah, di mana kepemimpinan yang adil
dan kompeten lebih utama daripada identitas kesukuan; nilai yang tetap relevan di segala
zaman.

Pembedaan antara gayah (tujuan) dan wasilah (sarana) mengungkapkan bahwa tujuan
fundamental adalah terciptanya kepemimpinan yang memiliki kompetensi dan kriteria yang
mampu menegakkan agama dan keadilan, sedangkan penyebutan Quraisy merupakan
konteks historis yang dapat berubah sesuai dengan dinamika sosial. Dalam konteks modern,
sarana bisa berubah selama memenuhi prinsip dasar kepemimpinan Islam, seperti
kapabilitas, amanah, dan keadilan. Contohnya, sistem demokrasi yang memilih pemimpin
berdasarkan meritokrasi sejalan dengan ghayah hadis ini, meski tidak terikat pada kesukuan.
Dengan demikian, Yusuf al-Qardawl menawarkan pemahaman transformatif yang
mengutamakan substansi (keadilan dan kompetensi) dibanding formalitas (keturunan),
sekaligus menjawab tantangan kekinian tanpa mengabaikan otentisitas teks.

Metode Qardaw1 berkorelasi erat dengan paradigma integrasi-interkoneksi, yang
menggabungkan analisis teks (nagli) dengan pendekatan rasional (‘agli) dan interdisipliner.

Paradigma ini memungkinkan hadis dipahami secara dinamis dengan menghubungkannya

137
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dengan ilmu politik, sosiologi, dan sejarah. Misalnya, frasa “menegakkan agama” tidak
hanya mencakup aspek ritual, tetapi juga pembangunan sistem politik yang inklusif dan
berkeadilan. Pendekatan ini menjadikan pemahaman hadis relevan dengan tantangan
kontemporer, seperti tata kelola pemerintahan yang transparan dan partisipatif.

Paradigma ini mengungkap bahwa teks keagamaan tidak dapat dipisahkan dari
konteks sosio-historis dan disiplin ilmu lain. Implementasinya melibatkan analisis teks
(naqlt) untuk meneliti otentisitas dan makna literal hadis, sementara pendekatan
interdisipliner seperti sejarah, sosiologi politik, dan filsafat yang menjelaskan mengapa
Quraisy dianggap pemimpin pada masa Nabi. Paradigma ini menegaskan bahwa hadis
tersebut lebih bersifat strategis-kondisional daripada normatif-mutlak, mengingat Quraisy
saat itu merupakan suku yang memiliki pengaruh politik, ekonomi, dan sosial yang dominan
di Jazirah Arab. Dengan demikian, pemahaman hadis tidak boleh terjebak pada makna
harfiah, melainkan harus dikaitkan dengan prinsip keadilan, kapabilitas, dan kemaslahatan
umat.

Pemahaman transformatif dan pendekatan burhani (nalar kritis) menjadi kunci dalam
menafsirkan hadis ini secara kontekstual. Pemahaman transformatif menggeser fokus dari
kesukuan ke prinsip universal seperti integritas dan kapabilitas, sementara pendekatan
burhani membedakan antara aspek temporal dan prinsip abadi. Korelasi antara teks dan
realitas modern menunjukkan bahwa kepemimpinan Islam tidak terbatas pada etnis tertentu,
melainkan pada nilai-nilai keadilan dan musyawarah, sebagaimana tercermin dalam QS. Al-
Hujurat [49]:13.

Pemahaman kontekstual hadis ini memiliki implikasi luas dalam pendidikan, sosial,
dan politik. Dalam pendidikan, ia mendorong pengajaran kepemimpinan berbasis
meritokrasi. Dalam ranah sosial, ia menjadi dasar untuk menghindari diskriminasi etnis.
Sementara di dunia politik, ia menekankan pentingnya pemimpin yang berintegritas dan
visioner. Dengan demikian, hadis kepemimpinan Quraisy tidak lagi dipahami sebagai
pembatasan kekuasaan, melainkan sebagai panduan menuju tata kelola yang adil dan
berkelanjutan. Paradigma integrasi-interkoneksi memastikan nilai-nilai Islam tetap relevan
sebagai solusi bagi problematika modern.

Secara komprehensif dari interpretasi hadis kepemimpinan Quraisy melalui metode
Qardhawi dan paradigma integrasi-interkoneksi menunjukkan bahwa teks hadis ini
berfungsi sebagai prinsip universal tentang kepemimpinan yang bertanggung jawab dan
berorientasi pada kemaslahatan. Hadis ini tidak boleh dipahami sebagai legitimasi
kepemimpinan berdasarkan identitas primordial, melainkan sebagai panduan untuk

membangun sistem kepemimpinan yang meritrokratis, akuntabel, dan berorientasi pada
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keadilan sosial. Paradigma integrasi-interkoneksi memungkinkan nilai-nilai yang
terkandung dalam hadis ini untuk diaplikasikan secara kontekstual dalam berbagai dimensi
kehidupan modern, mulai dari reformasi sistem politik yang demokratis hingga
pengembangan budaya organisasi yang etis dan sustainable. Dengan demikian, hadis politik
tidak hanya berfungsi sebagai rujukan normatif, tetapi juga sebagai inspirasi untuk inovasi
sosial yang mampu menjawab tantangan-tantangan kontemporer. Implementasi hadis ini
dalam kehidupan modern menunjukkan relevansi ajaran Islam sebagai rahmat bagi seluruh
alam yang mampu memberikan solusi holistik terhadap berbagai permasalahan kemanusiaan

melalui pendekatan yang integratif dan interkonektif.

Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dijelaskan dalam skripsi ini, interpretasi nilai-nilai
hadis politik atas kepemimpinan Quraisy (ma ‘anil hadis Yusuf al-Qardawi) melalui
paradigma integrasi-interkoneksi, penting rasanya untuk menguasai setiap tahapan dan
materi dalam memahaminya. Dalam upaya memahami suatu hadis secara mendala, agar
tidak adanya kekeliruan, maka hadis harus dikaji secara kontekstual. Perlu adanya penguatan
pemahaman metodologis dalam studi hadis, agar tidak terjebak dalam pemahaman tekstual
yang sempit. Pendekatan kontekstual seperti yang ditawarkan oleh Yasuf al-Qardawi, di
mana teori tersebut harus digunakan guna untuk menghindari kesalahpahaman yang dapat
memicu fanatisne kelompok atau ketidakadilan sosial yang ditimbulkan atas kesalahapaham
teks.

Dalam upaya mengaktualisasikan nilai-nilai yang terkandung dalam hadis politik di
atas, sebaiknya prinsip maqasid al-syari‘ah dijadikan landasan dalam mengambil segala
bentuk kebijakan. Esensi suatu kepemimpinan dalam Islam bukanlah terletak pada identitas
tertentu, melainkan pada kemampuan yang mampu menegakkan keadilan, amanah, dan
kemaslahatan umat. Selain itu, pemahaman hadis yang telah diperoleh tersebut dieksplorasi
melalui pendekatan integrasi-interkoneksi, sehingga nilai-nilai Islam dapat terus berdialog
dengan perkembangan zaman.

Peneliti berharap, bahwa dengan adanya penelitian hadis tentang interpretasi nilai-nilai
hadis politik dalam skripsi ini dapat menambah pengetahuan bagi para pembaca dan
politikus untuk tetap memahami dan mengaktualisasikan prinsip maqdasid al-syari ‘ah dalam
perjalanan perpolitikan berbangsa dan bernegara. Peneliti menyadari, bahwa masih banyak
kekurangan dalam penelitian ini, sehingga diperlukannya saran, kritikan, dan masukan dari

pembaca. Dengan demikian, pemahaman yang kontekstual terhadap hadis poliutik akan
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berkontribusi bagi pembangunan peradaban Islam yang progresif, berkeadilan, dan tetap

mengedepankan kemaslahatan umat.
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